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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah

konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan

provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan di dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan

daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para  pemangku kepentingan berdasarkan

peran  dan kewenangan masing–masing. Perencanaan pembangunan daerah

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang

dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam

hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas : perencanaan jangka panjang

(20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan

pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD).

Rancangan awal RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama

setahun, yang diperoleh  dari  Renja  SKPD  sehingga  menjadi  dasar  bagi  perumusan

perencanaan pembangunan daerah. Dokumen rancangan awal RKPD sekurang–

kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD,

APBN maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda

menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan

ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan
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Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17

dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran

dari RPJMD.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan awal RKPD Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2017 merujuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2011–2031

Kabupaten Lombok Tengah, khususnya memasuki tahap ke-2 RPJMD tahun 2016–2020.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional, maka RKPD 2017 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah

ada. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam rancangan awal RKPD 2017

berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Perumusan Rancangan Awal RKPD merupakan permulaan dari seluruh proses

penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Lombok

Tengah dalam menyusun Rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor

perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun

menggunakan pendekatan teknokratis. Setiap proses penyusunan dokumen rencana

pembangunan perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah  dengan seluruh

pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang).  Musrenbang  berfungsi  sebagai  forum  untuk  menghasilkan

kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan

pembangunan.

Selain dari itu, penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun

2017 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun

sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun

pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah,

serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Demikian juga dengan

dimasukkannya indkator kinerja utama  pada  SKPD  yang  kesemuanya  itu  berkaitan

erat  dengan  penyusunan  RKPD Kabupaten Lombok Tengah.
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Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal RKPD dan

selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang

RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 merupakan pedoman

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah

serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017.

1.1.1 Proses Penyusunan RKPD

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan

RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD

a. Menyiapkan  bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal RKPD yang

bersumber dari :

 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang RPJP Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2011-2031;

 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;

 Capaian kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari hasil monitoring dan

evaluasi;

 Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan.

b. Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta

rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang

direncanakan;

c. Merumuskan indikasi program/kegiatan;

d. Membahas rancangan awal RKPD dengan SKPD sebagai pedoman penyusunan

rancangan Renja SKPD;



Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - I 4

e. Melaksanakan Forum SKPD untuk membahas usulan SKPD dalam Rancangan

Renja SKPD;

f. Pra Musrenbang Kabupaten untuk sinkronisasi usulan wilayah dan SKPD.

2. Penyusunan Rancangan RKPD

a. Menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh

Kepala SKPD;

b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan

fungsi SKPD;

c. Mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal RKPD

menjadi rancangan RKPD;

d. Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;

e. Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

f. Musrenbang untuk menyempurnakan rancangan RKPD.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

a. Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang;

b. Penyusunan rancangan akhir RKPD dengan memperhatikan naskah RKP

Nasional dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya tentang kegiatan dan

program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah;

c. Menyusun naskah rancangan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

a. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang

RKPD dari Kepala Bappeda;

b. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD;

c. Kepala Daerah memberikan pengantar dan arahan untuk menggunakan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum diselenggarakannya penyusunan RKPD Tahun 2017

adalah :
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia Tahun  2005 Nomor 108, Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia  Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Lombok Tengah;

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;

17. Peraturan Daerah  Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2015;

18. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai sebuah dokumen arahan, RKPD tidak berdiri sendiri namun merupakan

dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen-dokumen perencanaan
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pembangunan daerah lainnya. Hubungan antara RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun

2017 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok

Tengah Tahun 2016-2020, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2. RKPD Tahun 2017 merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017, dengan demikian

Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta

penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas

dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan

sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2017.

3. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD

merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun

yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling

memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

4. Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola

ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai dasar untuk

menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan

ruang daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Lombok Tengah ini disusun sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang, memuat pengertian ringkas tentang RKPD, proses

penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2017 dalam periode

dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan



Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - I 8

proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan, menguraikan dasar hukum yang  digunakan

dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara  langsung dengan

penyusunan  RKPD,  baik  yang  berskala nasional maupun daerah.

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya,

menggambarkan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan

daerah berupa RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

1.4. Sistematika RKPD, mengemukakan  sistematika  RKPD  terkait dengan

peraturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

1.5. Maksud dan Tujuan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD

Tahun 2017 dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis

dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah, mengemukakan tentang

gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan

demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan

Realisasi RPJMD, menguraikan hasil evaluasi status dan kedudukan

pencapaian kinerja pembangunan daerah,  dari  hasil  evaluasi  pelaksanaan

program  dan  kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang

dilakukan oleh masing-masing SKPD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah, mengemukakan permasalahan

yang termuat dalam RPJMD dengan kondisi aktual Kabupaten Lombok

Tengah berdasarkan hasil musrenbang Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Forum

SKPD, dan Musrenbang Kabupaten. Dalam rangka sinergitas, sinkronisasi,

dan integritas, juga menguraikan keterkaitan dengan isu strategis dan

permasalahan pembangunan skala provinsi dan nasional.
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B a b I I I : R A NCANGANKERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, memuat penjelasan tentang

kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah mencakup Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektoral, dan indikator

pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya serta tantangan

perekonomian daerah tahun 2017.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah, menjelaskan kebijakan di bidang

pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan, memuat penjelasan tentang

hubungan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun

yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan, menjelaskan tentang prioritas pembangunan

tahun 2017 yang dikaitkan dengan prioritas nasional dan provinsi dan

pengalokasian pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan.

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat penjelasan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator

kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan

keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan,

rangkuman dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD

ke dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah

tahun 2017.

Bab VI : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguh sungguh dalam

melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun 2017.
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1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun

2017, dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD tahun 2017 dan

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi

dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah,

serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang

diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu

tahun anggaran;

b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang

disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD;

c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan.

d. Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Lombok

Tengah Tahun Anggaran 2017.
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BAB II
EVALUASI  HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

a. Letak, Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Praya sebagai pusat

pemerintahannya merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota

yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Posisinya terletak di antara 11605’

sampai 11624’ Bujur Timur dan  824’ sampai 857’ Lintang Selatan, dengan

luas wilayah 1.208,39 km² (120.839 ha). Di sebelah utara berbatasan dengan

Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah selatan

terbentang Samudera Indonesia, di sebelah barat berbatasan dengan

Kabupaten Lombok Barat dan di sebelah timur dengan Kabupaten Lombok

Timur.

Gambar 2.1. Peta Orientasi Kabupaten Lombok Tengah terhadap Provinsi Nusa
Tenggara Barat

b. Topografi

Dilihat dari topografi bagian utara wilayah Kabupaten Lombok

Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki

Gunung Rinjani. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat
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menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian, juga terdapat aset

wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan ang

indah dan udara yang sejuk. Bagian Tengah merupakan wilayah dataran

rendah dengan potensi pertanian dan perkebunan utamanya padi,

palawija dan tembakau. Potensi ini didukung oleh hamparan lahan

persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai. Sedangkan

bagian Selatan selain terdapat hamparan persawahan juga terdapat

daerah yang berbukit-bukit dan hamparan garis pantai sepanjang 85

kilometer.

c. Klimatologi

Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim

kemarau yang kering pada bulan April-Oktober. Musim hujan mulai

sekitar bulan Oktober/Nopember sampai dengan bulan April  dengan

curah hujan pada bulan-bulan tersebut rata-rata di atas 100 mm, dan

curah hujan tertinggi terjadi  pada bulan Januari yang mencapai 375 mm.

Sedangkan pada bulan Mei sampai September curah hujan rata-rata di

bawah 100 mm bahkan di bawah 50 mm dan curah hujan terendah

terjadi pada bulan Agustus yakni sebesar 0,58 mm. Hari hujan terbanyak

terjadi pada bulan Januari 18,16 hari dan hari hujan terkecil pada bulan

Agustus selama 0,58 hari. Untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk

keperluan air bersih maupun keperluan pertanian banyak terdapat

sumber mata air di wilayah bagian Utara dengan cadangan debit air

seluruhnya diperkirakan sekitar 5.162 liter per detik.

d. Geologi

Secara umum kondisi geologi di kawasan perencanaan

digambarkan melalui kondisi geologi dan tektonik daerah Kabupaten

Lombok Tengah. Kondisi geologi Kabupaten Lombok Tengah tidak

terlepas dari kondisi geologi regional Pulau Lombok. Fisiografi Pulau

Lombok termasuk ke dalam Busur Bergunungapi. Nusa Tenggara yang

merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda

dalam gunung api sebelah barat. Struktur yang terdapat di Pulau Lombok
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berupa sesar normal dan sesar geser jurus, yang umumnya berarah barat

laut – tenggara. Gejala tektonika yang paling tua di daerah ini diduga

terjadi pada Oligosen dengan diikuti oleh kegiatan gunung api bawah laut,

bersusunan andesit-basal yang menghasilkan sedimen gunung api

Formasi Pengulung dan Formasi Kawangan.

Pada Miosen Akhir dalam kondisi cekungan memungkinkan

terbentuknya endapan batugamping Formasi Ekas, pada lingkungan laut

dalam terbuka. Pada akhir tersier atau awal kuarter terjadi kegiatan

tektonika yang menyebabkan timbulnya sesar geser dan sesar normal.

Pada Pliosen sampai awal Plistosen terjadi kegiatan gunung api dari

kelompok Gunungapi Lombok yang membentuk Formasi Kalipalung

dengan Anggota Selayar, Formasi Kalibabak dan Formasi Lekopiko, Sejak

Plistosen hmggan Resen terjadi kegiatan gunung api yang menghasilkan

batuan gunung api tak terpisahkan yang bersumber dari Gunung Rinjani,

Gunung Pusuk, Gunung Nangi. Berdasarkan sejarah pembentukan

geologi, Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar merupakan produk

gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasiran  dan

endapan  lahar.  Materi  tersusun  dari  material  lepas berukuran pasir

hingga bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten

Lombok Tengah didominasi oleh jenis Komplek Mediteran Coklat,

Gromosol Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah menurut Jenis Tanah di Kabupaten Lombok Tengah

No Jenis Tanah Luas (Ha) Persentase
(%)

1 Aluvial 2.4 2.0
2 Regosol Kelabu 26.416 21.9
3 Regosol Coklat 7.222 6.0
4 Brown Fosrets Soil 9.15 7.6
5 Gromosol Kelabu Tua 30.771 25.5

6 Komplek Gromosol Kelabu Tua,
Mediteran Coklat Litosol 6.494 5.4

7 Komplek Mediteran Coklat, Gromosol
Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol 38.372 31.8

Jumlah 120.839 100.0
Sumber : Statistik dan Spasial Kab. Lombok Tengah, 2015
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e. Hidrologi

Sebagai bagian dari sistem hidrologi, kondisi curah hujan tak bisa

dilepaskan. Musim hujan biasanya terjadi sekitar tujuh sampai delapan

bulan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, jumlah hari hujan

per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 4 hingga 11 hari

dengan curah hujan berkisar antara 49 mm  hingga 175 mm. Jumlah hari

terbanyak terjadi pada bulan Januari dan Desember dengan curah hujan

346 mm pada bulan Januari dan 457 mm pada bulan Desember.

Sedangkan hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan September dan

Oktober yang hanya terjadi hujan 1 hari.

Untuk kondisi per kecamatan, pada kondisi tahun 2014, wilayah

kecamatan yang memiliki hari hujan terbanyak adalah Kecamatan Praya

dengan hari hujan masing-masing selama 11 hari dengan curah hujan 145

mm. Disisi lain Kecamatan Praya Barat Daya merupakan kecamatan yang

hari hujannya paling sedikit yakni hanya selama 4 hari, dengan curah

hujan sebesar 49 mm.

Jika dikaji dari karakteristik air permukaannya, Kabupaten Lombok

Tengah berada dalam wilayah SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) atau

Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan. Sebagian besar sungai terutama

yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah hanya berair

pada musim hujan saja. Adapun air permukaan lain yang dimanfaatkan

masyarakat adalah bendungan atau waduk serta embung yang tersebar di

beberapa wilayah kecamatan.

Terdapat dua bendungan besar yaitu Bendungan Batujai dan

Bendungan Pengga memiliki peran penting bagi masyarakat kabupaten

Lombok Tengah secara umum. Bendungan Batujai ini selain berfungsi

sebagai penampungan air, banyak dari masyarakat yang

memanfaatkannya sebagai tempat sumber pendapatan masyarakat di

sektor perikanan air tawar dan sebagai tempat wisata. Sedangkan

sebaran air tanah di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditemukan hampir
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di setiap wilayah namun sumber mata air terdapat di bagian utara dengan

cadangan debit air seluruhnya sekitar 2.637 liter/detik.

f. Tata Guna Lahan

Evaluasi  lahan  adalah  proses  penilaian  potensi  lahan  untuk

penggunaan tertentu    baik  untuk  pertanian  maupun  non pertanian.

Evaluasi lahan dianalisis berdasarkan   klasifikasi   kesesuaian   lahan

untuk   berbagai   jenis penggunaan     lahan, khususnya     untuk

budidaya     pertanian  dengan menggunakan metode FAO staff (1983),

dan LPT (1983).

Parameter yang dinilai sebagai dasar untuk evaluasi kesesuaian

lahan untuk berbagai penggunaan lahan adalah :

1) Iklim (temperatur, curah hujan, periode bulan basah/kering).

2) Terrain (kemiringan lereng dan batuan permukaan).

3) Karakteristik   tanah   (kedalaman   perakaran, tekstur   tanah,

drainase, KTK, pH, kadar , P, K, salinitas, dan bahaya keracunan).

Untuk  lebih  jelasnya  evaluasi  lahan  di  Kabupaten  Lombok

Tengah  adalah sebagai berikut :

- Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah

dataran tinggi dan merupakan areal kaki gunung Rinjani yang

meliputi Kecamatan Batukliang,   Batukliang   Utara,   Kopang,

Pringgarata   dan sebagian Kecamatan Jonggat. Curah hujan pada

daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan

di sektor pertanian. Selain itu di bagian utara    terdapat  aset

pariwisata  terutama  pariwisata  alam  pegunungan dengan

pemandangan yang indah dan udara yang sejuk.

- Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat,

Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria   dan sebagian   Kecamatan

Jonggat merupakan   wilayah   dataran   rendah   yang   memiliki

potensi pertanian padi  dan  palawija,  didukung  oleh  hamparan

lahan  sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai.
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- Bagian  selatan  merupakan  daerah  yang  berbukit-bukit  dan

sekaligus berbatasan   dengan   Samudra   Indonesia.   Bagian

selatan   ini   meliputi wilayah  Kecamatan  Pujut,  sebagian

Kecamatan  Praya  Barat,  Praya Barat Daya  dan  Praya  Timur.

Karena  berbatasan  dengan samudra Indonesia, maka wilayah ini

memendam potensi wisata   pantai yang indah dengan gelombang

yang cukup fantastik. Wilayah bagian Selatan juga dilengkapi

berbagai fasilitas penunjang pariwisata   seperti hotel, restoran,

termasuk sarana jalan yang memadai.
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2.1.1.2. Aspek Demografi

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok

Tengah terdiri dari atas 12 Kecamatan, 127 desa dan 12 kelurahan, dengan

jumlah dusun 1.808 dusun dan 66 lingkungan seperti tertera pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.2.
Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan

Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014
No Kecamatan Desa Kelurahan Dusun Lingkungan
1 Praya Barat 10 - 134 -
2 Praya Barat Daya 11 - 121 -
3 Pujut 16 - 262 -
4 Praya Timur 10 - 183 -
5 Janapria 12 - 216
6 Kopang 11 - 116 -
7 Praya 6 9 82 50
8 Praya Tengah 9 3 110 16
9 Jonggat 13 - 135 -

10 Pringgarata 11 - 114 -
11 Batukliang 10 - 144 -
12 Batukliang Utara 8 - 191 -

Jumlah 127 12 1.808 66
Sumber: BPMD Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah adalah  1.208,39 km²

dengan penduduk berjumlah 903.432 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki

berjumlah 427.134 jiwa dan penduduk perempuan 476.298 jiwa dengan

rumah tangga berjumlah 269.882 RT. Kepadatan penduduk 748 jiwa/km²,

Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Praya dengan kepadatan

penduduk 1.775 jiwa/km² dan Kecamatan yang paling rendah tingkat

kepadatannya adalah Kecamatan Batukliang Utara dengan kepadatan

penduduk 273 jiwa/km². Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten

Lombok Tengah pertahun periode 2000-2010 sebesar 1,49% , dimana angka

ini sama dengan angka laju pertumbuhan penduduk secara nasional tetapi

angka ini lebih tinggi 0,32%  jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan

penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode yang sama. Apabila
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dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun

periode 1990-2000 yaitu sebesar 0,98 % menunjukkan peningkatan laju

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Gambar 2.4. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2014

Tabel 2.3.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014

No Kecamatan Luas Wilayah
( km²) Penduduk Kepadatan

(Jiwa/ km²)
1 Praya Barat 152,75 72.632 475
2 Praya Barat Daya 124,97 53.836 431
3 Pujut 233,55 101.745 436
4 Praya Timur 82,57 65.797 797
5 Janapria 69,05 73.754 1.068
6 Kopang 61,66 79.327 1.287
7 Praya 61,26 108.749 1.775
8 Praya Tengah 65,92 62.924 995
9 Jonggat 71,55 93.682 1.309

10 Pringgarata 52,78 66.272 1.256
11 Batukliang 50,37 74.964 1.488
12 Batukliang Utara 181,96 49.750 273

Jumlah 1.208,39 903.432 748
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2014



Rancangan Awal - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 |BAB - II 14

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek utama dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan

pemerintah, salah satunya adalah aspek kesejahteraan masyarakat.

Untuk menilai pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat

dapat dilakukan analisis pada fokus utama pembangunan yang secara

langsung berkaitan dengan aspek ini, yaitu kesejahteraan sosial, seni

budaya dan olahraga. Secara lebih mendetail berikut disajikan analisis

setiap fokus.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Pencapaian ekonomi makro Kabupaten Lombok Tengah mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan

Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  dimana  laju  pertumbuhan

PDRB tahun 2008 sebesar 6,97 % meningkat menjadi 7,32 % pada tahun

2009, tahun 2010 menurun menjadi 5,69 %, dan tahun 2011 meningkat

kembali menjadi  8,53 % serta tahun 2012 meningkat tajam 12,16 %. Pada

tahun 2013 laju pertumbuhan bertahan pada posisi 6,19 % dan di tahun

2015 meningkat 0,06 persen menjadi 6,25 %.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%)
Tahun 2008 – 2014

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2015
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Pencapaian PDRB Tahun 2014 sebesar Rp 3.070.776,67 juta

mengalami peningkatan yang cukup baik bila dibandingkan dengan tahun

2013 yaitu sebesar Rp 2.890.008 juta. Pencapaian angka PDRB tersebut

dihitung berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha. Besarnya

pencapaian angka PDRB sangat berpengaruh pada besarnya Pendapatan

Perkapita Penduduk tahun 2014, sebesar  Rp 8.995.408 meningkat lebih

baik dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 8.145.747. Semakin

besar pencapaian angka PDRB/Kapita mempunyai arti bahwa tingkat

kesejahteraan masyarakat secara makro semakin meningkat pula.

Tabel 2.4.
Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Lombok Tengah
menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun 2008 – 2014
Sektor 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Pertanian Peternakan
Kehutanan dan Perikanan 3.59 0.24 6.47 4.33 3.58 3,98

2. Pertambangan dan
Penggalian 17.82 13.82 5.77 7.11 8.05 8,98

3. Industri Pengolahan 8.31 9.72 4.32 4.4 4.31 4,84
4. Listrik. Gas dan Air Bersih 7.69 9.61 9.74 9.54 9.57 9,49
5. Bangunan/Konstruksi 17.49 9.94 5.95 6.43 5.87 7,83
6. Perdagangan. Hotel dan

Restoran 6.93 8.00 8.61 8.20 8.04 7,56

7. Pengangkutan dan
Komunikasi 5.20 5.17 52.11 87.42 9.95 7,54

8. Keuangan Persewaan dan
Jasa Perusahaan 7.33 8.04 9.24 7.45 9.51 7,45

9. Jasa-jasa 6.38 5.55 3.89 2.90 4.23 5,45
PDRB 7.32 5.69 9.05 12.16 6,19 6,25

Sumber:BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Secara garis besar pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah

tahun 2008-2014 menunjukan pertumbuhan positif, PDRB Lombok Tengah

pada tahun 2014 mencapai angka 3,07 triliun rupiah (ADHK) dan 8,12 triliun

rupiah (ADHB), dimana angka ini terus mengalami peningkatan tiap

tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan  peningkatan
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kesejahteraan  penduduk,  yang  idealnya  peningkatan PDRB perkapita selalu

di atas nilai inflasi. Adapun nilai PDRB perkapita selama kurun waktu 5 tahun

terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 – 2014

URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. PDRB ADHB

(Juta Rp) 3.531.385 4.096.872 4.654.177 5.392.669,09 6.328.206,04 7.181.991,29 8.126.739,41

2. PDRB ADHK
(Juta Rp) 1.961.627 2.105.191 2.224.939 2.426.395,68 2.721.431,51 2.890.008,45 3.070.776,67

3.
Pertumbu
han %

6,97 7,32 5,69 9,05 12,16 6,19 6,25

4. PDRB Per
Kapita
(ADHB)

4.183.586 4.800.946 5.410.520 6.206.352 7.230.327 8.145.747 8.995.408

5. PDRB Per
Kapita
(ADHK)

2.323.914 2.466.982 2.586.510 2.792.508 3.109.386 3.277.821 3.399.013

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam

perencanaan   kebijakan   dan   evaluasi   pembangunan,   karena   nilai   IPM

mencakup   3   (tiga)   bidang   pembangunan  manusia  yang  dianggap

paling mendasar, yaitu Angka harapan hidup, pengetahuan, dan hidup layak.

Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Lombok

Tengah dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun

non-fisik (intelektualitas).
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Grafik 2.3

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu

yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan  pola

pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berprilaku hidup bersih

(Bidang Kesehatan); Peningkatan Intelektual (Bidang Pendidikan) dan

peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2008 s.d 2012

selalu mengalami tren peningkatan dari tahun 2008 sebesar 58,97 % dan

tahun 2014 sebesar 61,88 %.

c. Indeks Harga konsumen dan Laju Inflasi

Penghitungan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Kabupaten-kabupaten di wilahnya dicerminkan oleh

perubahan harga di Kota Mataram dan Kota Bima. Inflasi gabungan Kota

Mataram dan Kota Bima dihitung mulai bulan Juni 2008 dengan

menggunakan tahun dasar 2007 (2007 = 100).

Perkembangan harga barang-barang kebutuhan rumahtangga di

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 secara umum mengalami

kenaikan dibandingkan tahun 2013. Keadaan ini dicerminkan dengan

terjadinya inflasi tahun 2014 yang mencapai 7,23 persen. Angka ini lebih
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rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun sebelumnya sebesar 9,51

persen.  Secara umum inflasi terjadi akibat sejumlah barang dan jasa

mengalami kenaikan harga baik itu yang disebabkan oleh faktor produksi

seperti kurangnya pasokan di pasaran, maupun dari sisi konsumsi yakni

meningkatnya permintaan masyarakat akibat momen tertentu.

Secara khusus di tahun 2014 ada faktor yang memicu inflasi menjadi

tinggi yaitu adanya kebijakan kenaikan harga BBM jenis premium dan solar.

Kebijakan yang diberlakukan di pertengahan bulan November 2014 tersebut

menjadikan inflasi Desember melonjak hingga 2,21 persen. Inflasi yang

terjadi di bulan Desember adalah inflasi tertinggi di sepanjang tahun 2014.

Inflasi berikutnya terjadi pada bulan Januari sebesar 1,44 persen dan Juli

sebesar 1,14 persen. Inflasi pada bulan yang lain adalah bulan Februari

sebesar 0,29 persen; Mei sebesar 0,19 persen; Juni sebesar 0,42 persen;

Agustus sebesar 0,65 persen; September sebesar 0,31; Oktober sebesar

0,15; dan November sebesar 0,97. Sedangkan deflasi terjadi pada bulan

Maret sebesar 0,38 persen dan April sebesar 0,37 persen.

Dampak dari kenaikan BBM menyebar ke seluruh komponen

pengeluaran yang ditandai dengan terjadinya kenaikan Indeks Harga

Konsumen di seluruh kelompok pengeluaran. Selama bulan Desember 2014,

kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa

Keuangan sebesar 4,76 persen; diikuti Kelompok Bahan Makanan sebesar

3,08 persen; Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 1,59

persen; Kesehatan sebesar 1,57 persen; Sandang sebesar 0,93 persen;

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,84 persen; dan

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 0,84 persen.
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Grafik 2.3 Inflasi Gabungan Kota Mataram dan Kota Bima Tahun 2014

Sumber: BPS Provinsi NTB tahun 2015

Tabel. 2. 6. Perkembangan Laju Inflasi Gabungan Kota Mataram dan Kota Bima
Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010 - 2014

Tahun Bahan
Makanan

Makanan
Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan Transpor Umum

2010*) 21,69 9,89 4,47 4,66 1,89 2,75 4,93 10,08

2011*) 3,88 7,49 13,37 6,49 2,58 4,16 1,19 6,55

2012*) -0,31 5,76 8,90 5,60 2,71 3,01 1,60 3,99

2013*) 17,74 4,81 6,89 0,54 2,07 2,00 12,55 9,51

2014**) 5,92 8,55 6,56 2,31 5,07 5,34 12,22 7,23

Sumber: BPS Provinsi NTB tahun 2015
Keterangan:
*) Menggunakan Diagram Timbangan  Hasil  SBH 2007 (Tahun 2007  = 100
**) Menggunakan Diagram Timbangan  Hasil  SBH 2012 (Tahun 2012  = 100)

d. Penduduk miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah dari hasil

pendataan dengan garis kemiskinan SUSENAS, diprediksikan mengalami

penurunan dari 16,20% pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya

yaitu 16,71%. Penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan

Pemerintah Pusat terkait perluasan penciptaan kesempatan kerja,

peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektivitas

penanggulangan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan.
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Grafik. 2.4. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010 - 2013

Sumber : BPS, 2014

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis  kinerja  atas  fokus  kesejahteraan  sosial  dilakukan

terhadap beberapa indikator yaitu  pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan

dilakukan terhadap indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf pada tahun 2014 adalah 81,18% menunjukan terjadi

peningkatan sebesar 10,7 % dalam kurun waktu lima tahun. Progress ini

dapat tercapai karena ditunjang oleh program-program keaksaraan

fungsional (KF), baik melalui dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD

Kabupaten. Program-program keaksaraan fungsional terdiri dari program

keaksaraan fungsional dasar dan program keaksaraan usaha mandiri (KUM).

Secara umum tiga tahun terakhir penekanannya ada pada keaksasaraan

fungisonal dasar dan mulai dari tahun 2014 penekanannya pada keaksaraan

usaha mandiri (KUM) untuk lebih meningkatkan kemampuan masyarakat dari

hanya bisa baca tulis menjadi mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan

produktif yang bersifat mandiri.
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Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,97 tahun

dari 4,55 tahun pada tahun 2010 menjadi 5,52 tahun pada tahun 2014. Angka

tersebut menunjukkan bahwa secara umum rata-rata lama sekolah penduduk

di Kabupaten Lombok Tengah sudah lebih tinggi dari tingkat/jenjang

pendidikan Sekolah Dasar, akan tetapi progress tahunannya belum

menunjukan kemajuan yang signifikan, sehingga pada tahun-tahun

berikutnya perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam bentuk

intervensi program dan kegiatan yang langsung mendukung pada

peningkatan rata-rata lama sekolah.

2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Analisis atas kinerja dalam bidang seni budaya dan olah raga

dilakukan terhadap beberapa indikator yaitu jumlah kesenian, jumlah

lembaga adat berdasarkan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah, jumlah

klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

a. Seni Budaya

Pembangunan  bidang  seni dan  budaya  sangat erat kaitannya

dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral,

beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Lombok Tengah

yang terdiri dari 12 kecamatan dan 139 desa/kelurahan, memiliki adat

istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang

ada di masyarakat,  sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh

masyarakat dan daerah.

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Lombok Tengah

telah memperoleh kemajuan dalam bidang seni dan budaya yang

ditunjukan oleh terbentuknya lembaga-lembaga adat di tingkat desa dan

kelurahan serta terwujudnya revitalisasi sanggar-sanggar seni. Meskipun

demikian belum diikuti dengan peningkatan jumlah atraksi seni budaya

yang dapat mendukung pariwisata daerah. Kondisi ini membutuhkan
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sentuhan langsung dari pemerintah daerah dalam rangka lebih

meningkatkan pembangunan dalam bidang seni dan budaya, baik melalui

regulasi maupun program dan kegiatan yang memicu perkembangan seni

dan budaya daerah. Perkembangan seni dan budaya tersebut diharapkan

dapat memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat

ditunjukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7.
Jumlah Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Desa

dan Keputusan Lurah

No Jumlah Lembaga
Adat

Tahun
Ket.2013 2014 2015

1 Lembaga Adat
Berdasarkan
Peraturan Desa

84 127 127 -

2 Lembaga Adat
Berdasarkan
Keputusan Lurah

12 12 12 -

TOTAL 96 139 139
Sumber: BPMD Kabupaten Lombok Tengah, 2015

Tabel 2.8.
Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2010 – 2015

No Capaian
Pembangunan

Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah atraksi
budaya yang
memadukan
keanekaragaman

2 2 3 3 4 …

2 Benda situs dan
kawasan cagar
budaya yang
dilestarikan

16 16 16 16 16 …

3 Sanggar seni yang
aktif 2 2 2 2 5 ….

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, 2015
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b. Olahraga

Pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Lombok Tengah

secara umum belum menjadi prioritas pembangunan. Selama ini

pembinaan olahraga hanya berupa pemasyarakatan olahraga di kalangan

pelajar melalui kegiatan olimpiade olahraga dan seni nasional (O2SN)

serta pembinaan cabang-cabang olahraga yang terpusat melalui Komite

Olahraga Nasional Kabupaten Lombok Tengah. Dengan tidak menjadi

prioritas pembangunan dan pola pembinaan terpusat mengakibatkan

Presetasi olahraga Kabupaten Lombok Tengah di semua jenjang baik

provinsi, regional, nasional dan internasional belum sesuai dengan

harapan masyarakat.  Prestasi yang pernah dicapai masih pada olahraga

bersifat individu, dalam mana hal tersebut berkaitan dengan bakat dan

keterampilan atlet itu sendiri.

2.2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barangpublik maupun jasa publik yang menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel

aspek pelayanan umum terdiri dari :

1. Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kepegawaian

o Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan/Ruang, Eselon

Untuk menilai kompetensi dan kemampuan kepemimpinan maka

menurut Peraturan Pemerintan nomor  13  tahun  2002  disebutkan

bahwa  setiap pejabat struktural yang ada maka setiap pegawai Negeri

Sipil yang akan atau telah  menduduki  jabatan  struktural  harus

mengikuti  dan  lulus  diklatpim sesuai dengan kompetensi yang

ditetapkan untuk jabatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan eselon sebagai berikut :
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Tabel 2.9.
PNS Daerah  dan Pusat Menurut Golongan/Ruang, Eselon dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014
Golongan/Ruang/

Eselon Laki Perempuan L + P

(1) (2) (3) (4)
Golongan/Ruang
1.   I 225 8 233
2.   II 1.369 859 2.228
3.   III 2.712 1.692 4.404
4.   IV 2.381 1.085 3.466

Jumlah 6.687 3.644 10.331
2013 6.697 3.668 10.365
2012 6.957 3.699 10.656
2011 7.370 3.761 11.131

Eselon
1.   II 29 1 30
2.   III 125 23 148
3.   IV 546 128 674
4.   V 31 5 36

Jumlah 731 157 888
2013 741 152 893
2012 678 158 836
2011 810 178 988

Sumber : BKD Lombok Tengah, 2015

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan belum

seluruhnya pejabat yang mengikuti diklatpim karena penyelenggaraan

diklatpim tidak dilaksanakan setiap saat, sedangkan mutasi jabatan dapat

dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Namun

demikian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen

memberikan prioritas kepada PNS yang telah menduduki jabatan

struktural untuk menjadi peserta diklatpim yang disyaratkan.
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2. Kesbangpoldagri

Tabel 2.10.
Data Jumlah Pengurus Partai Politik

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
No Nama Partai Politik Jumlah Pengurus Perempuan

(%)Laki Perempuan Jumlah
1 Nasional Demokrat

(NASDEM)
17 5 22 22,7

2 Partai Kebangkitan
Bangsa

21 5 26 19,2

3 Partai Keadilan
Sejahtera (PKS)

6 2 8 25

4 PDI Perjuangan 13 2 15 13,3
5 Golkar 64 16 80 20
6 Gerindra 23 8 31 25,8
7 Demokrat 54 7 61 11,5
8 Partai Amanat

Nasional (PAN)
43 2 45 4,4

9 Partai Persatuan
Pembangunan

16 4 20 20

10 Hanura 22 10 32 31,25
11 Partai Bulan Bintang

(PBB)
18 11 29 37,9

12 Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia
(PKPI)

17 5 22 22,7

Jumlah 314 77 391 19,59
Sumber : Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2015

Melihat dari data jumlah pengurus partai politik, maka dapat

disimpulkan bahwa pengurus parati politik yang perempuan masih belum

mencapai target 30% dari jumlah total pengurus partai politik yang ada.

Dari 12 Partai Politik yang ada di Kabupate Lombok Tengah, jumlah total

pengurus adalah 391 orang, dengan rincian pengurus laki-laki berjumlah

314 orang dan pengurus perempuan hanya 77 orang atau 19,59 dalam

persentase. Dari 12 (dua belas) partai politik tersebut, yang memiliki

pengurus perempuan terbesar adalah Golkar (16 orang), PBB (11 orang)

dan Hanura (10 orang), sedangkan partai-partai yang lain jumlahnya di

bawah angka 10.
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Tabel 2.11.
Data Jumlah Pengurus LSM & ORMAS

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015

No Uraian Jumlah Jumlah Pengurus Perempuan
(%)Laki Perempuan Jumlah

1 LSM 52 122 34 156 21.79%

2 ORMAS 49 128 19 147 12.92%

Jumlah 250 53 303 17.49%

Sumber : Bakesbangpoldagri Kab.Lombok Tengah, Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tingkat

kepengurusan perempuan di Lembaga Swadaya Masyarakat masih belum

mencapai 30%. Dari 52 Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di

Kabupaten Lombok Tengah, baru 34 orang perempuan yang terlibat

sebagai pengurus, sedangkan sebanyak 122 orang pengurus lainnya

adalah laki-laki, sehingga persentase keterlibatan perempuan sebagai

pengurus di Lembaga Swadaya Masyarakat baru mencapai 21,79%.

Kondisi yang hampir sama juga dapat dilihat pada tingkat partisipasi

kelompok perempuan dalam kepengurusan Organisasi Masyarakat

(ORMAS). Dari data di atas terlihat bahwa baru 19 orang perempuan yang

teribat sebagai pengurus Ormas dari 49 total ormasu yang ada di

Kabupaten Lombok Tengah. Dengan jumlah ini, persentase keterlibatan

perempuan sebagai pengurus Ormas baru bisa mencapai 12,92 dalam

persentase. Secara total baik di LSM maupun Ormas persentase pengurus

berjenis kelamin perempuan hanya 17,49%.

2. Pelayanan Urusan Konkuren

a. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Masalah pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam

pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM)
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yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi

pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun

pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak

pada kemajuan bidang teknologi, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki

pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam

menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang

dan merekayasa lingkungan hidup dan menjaga  keteraturan  sosial,  yang

kesemuanya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara

keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang

sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya

kualitas pendidikan disuatu daerah berkaitan dengan beberapa indikator

di bawah ini :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dan

non formal di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir tahun

2015 dilaksanakan oleh 743 lembaga yang telah memperoleh izin dari

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telah terdaftar di kantor

Notaris setempat. Secara fisik bangunan ruang belajar yang dimiliki

oleh  lembaga-lembaga penyelenggara tersebut belum memnuhi

standar ruang belajar yang ideal, sebagian besar lembaga tersebut

mempergunakan rumah penduduk, mushalla dan balai pertemuan

sebagai tempat belajar siswa PAUD. Sedangkan sebagian kecil lainnya

sudah memadai dan menjadi milik lembaga. Kondisi tersbut juga

belum didukung oleh sarana prasarana belajar yang memadai,

hampir semua lembaga belum memiliki sarana belajar yang lengkap

seperti meja kursi anak, locker, pengukur panas, dipan, rak buku , rak

sepatu, kotak P3K dan penunjang lainnya. Untuk kepemilikan alat

permainan edukatif, berdasarakan monitoring dan evaluasi hanya 70

lembaga yang memiliki APE memadai sesuai standar selebihnya
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hanya menggunakan barang-barang bekas pakai untuk memenuhi

kecukupan APE yang merupakan swadaya lembaga.

Perkembangan kuantitas lembaga PAUD non formal di

Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2010 sampai dengan awal

tahun 2015 yaitu tahun 2010 berjumlah 287 lembaga, tahun 2011

berjumlah 335 lembaga, tahun 2012 berjumlah 391 lembaga, tahun

2013 berjumlah 458 lembaga, tahun 2014 berjumlah 472 lembaga

dan pada awal tahun 2015 berjumlah  483 lembaga. Disisi lain jumlah

lembaga PAUD formal sampai dengan awal tahun 2015 adalah 260

lembaga.

Dengan jumlah lembaga tersebut di atas, Kabupaten Lombok

Tengah  telah melayani 35.333 anak usia 3-6 tahun dari total 70.039

anak usia dini yang ada, sehingga pada kelompok usia 3-6 tahun

angka partisipasi kasarnya sebesar 51,36%. Pendidikan anak usia dini

kelompok umur  3-6 tahun menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga, selebihnya merupakan tanggung jawab

bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah (pusat dan

daerah).

Tabel 2.12.
Jumlah Lembaga PAUD

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015

Tahun Jumlah Lembaga PAUD
Non Formal Formal

2010 287 Na
2011 335 Na
2012 391 Na
2013 458 Na
2014 472 Na

2015* 483 260
* Kondisi sampai dengan Bulan Mei tahun 2015
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kab.Lombok Tengah, Tahun 2015

Untuk mendidik anak usia dini, Kabupaten Lombok tengah

memiliki 2.662 tenaga pendidik PAUD yang tersebar di 743 lembaga
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dengan kualifikasi pendidikan yaitu 40 orang berpendidikan

SMP/sederajat, 2196 orang berpendidikan SMA / sederajat dan 426

orang berpendidikan Strata-1 (S1). Dari jumlah tenaga pendidik

tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2015, 2649

orang telah diberikan orientasi teknis tenaga pendidik PAUD,

sedangkan 13 orang akan diberikan orientasi teknis pada akhir tahun

2015. Untuk menjamin keberlangsungan operasional lembaga

layanan PAUD, peningkatan kualitas dan kapasitas pengelola pun

sangat diperlukan, akan tetapi belum dilaksanakan secara optimal.

Tabel 2.13.
Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Berdasarkan Satuan PAUD

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
No. Jenis Satuan PAUD Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 TK 76 1.124 1.200
2 Kelompok Bermain 388 1.356 1.744
3 Tempat Penitipan Anak 0 5 5
4 Satuan PAUD Sejenis 21 104 125

TOTAL 485 2.589 3.074
Sumber : Dapodik PAUDNI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kab.Lombok Tengah, Tahun 2015

Tabel 2.14.
Jumlah Pendidik PAUD Berdasarkan Kepemilikan Nomor Urut

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015

No. Jenis Satuan PAUD Ada
NUPTK

Tidak Ada
NUPTK Jumlah

1 TK 21 1.179 1.200
2 Kelompok Bermain 19 1.725 1.744
3 Tempat Penitipan Anak 0 5 5
4 Satuan PAUD Sejenis 0 125 125

TOTAL 40 3.034 3.074
Sumber : Dapodik PAUDNI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kab.Lombok Tengah, Tahun 2015

b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peningkatan mutu pendidikan ditandai dengan meningkatnya

tingkat partisipasi murni dan kasar pada semua kelompok usia
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sekolah. Partisipasi untuk melanjutkan pendidikan utamanya pada

pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Lombok

Tengah dari tahun ke tahun terus meningkat disebabkan

ketersediaan sarana prasarana pendidikan seperti sekolah, ruang

kelas, dan pengajar semakin memadai. Perkembangan jumlah

sekolah dasar (SD) sejak tahun 2009 berjumlah 588 sekolah

berkembang menjadi 590 sekolah pada tahun 2015 dengan   jumlah

ruang kelas dari 3.343 ruang kelas pada tahun 2009 bertambah

menjadi 3.428 ruang kelas pada tahun 2014. Pada  jenjang SMP juga

terjadi peningkatan jumlah lembaga yakni pada tahun 2009

berjumlah 103 lembaga menjadi 141 pada tahun 2014 serta jumlah

ruang kelas dari 769 ruang kelas tahun 2009 menjadi 975 ruangkelas

pada tahun 2014.

Angka Partisipasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

cenderung bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun seperti pada tabel

di bawah ini.

Tabel 2.15.
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tahun 2009 - Tahun 2013

No Tahun
SD SMP SMA

APK APM APK APM APK APM

1 2009 117,15 98,89 99,42 85,80 59,57 47,42

2 2010 118,11 99,23 99,71 89,91 66,85 48,29

3 2011 117,27 99,22 99,53 89,45 60,04 55,76

4 2012 113,67 99,23 101,85 89,47 71,51 61,67

5 2013 113,68 99,61 98,4 89,91 61,17 59,05

6 2014 114,02 99,89 102,21 90,37 71,51 58,48

7 2015 …. ….. …… …… …… …..
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, 2015
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Selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, salah satu

pendukung keberhasilan pembangunan pendidikan adalah

ketersediaan sarana dan prasarana seperti sekolah, ruang kelas, dan

pengajar yang memadai.

Tabel 2.16.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 - 2015

No. Jenjang
Pendidikan

Tahun
2011 2012 2013 2014 2015

1. SD/MI
Jumlah Murid 118.180 118.180 117.223 115.829 …….

. Jumlah Guru 9.838 10.728 10.104 10.035 …….
2. SMP/MTs

Jumlah Murid 50.245 50.157 52.667 53.089 …….
Jumlah Guru 7.401 7.536 8.149 6.744 …….

3. SMA/SMK/MA
Jumlah Murid 50.245 50.157 52.667 40.886 …….
Jumlah Guru 7.401 7.536 8.149 5.944 …….

*Data sementara
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kab. Lombok Tengah, 2015

Tabel 2.17.
Rasio Murid Terhadap Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2015
Tahun TK RA SD MI SMP MTs SMA MA SMK
2009 166 87 243 117 378 114 197 2009 166
2010 163 90 220 89 376 49 200 2010 163
2011 40 41 158 95 232 111 362 98 209
2012 41 52 155 97 203 111 349 101 205
2013 38 37 153 99 194 109 323 93 182
2014 41 37 149 98 190 108 326 115 192

2015* …. …. …. …. …. …. …. …. ….
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2014
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Tabel 2.18.
Jumlah Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009-2015
Tahun SD MI SMP MTs SMA MA SMK
2009 3.343 1.332 769 735 360 440 145
2010 3.360 736 771 780 361 424 175
2011 3.354 1.494 852 967 403 542 198
2012 3.365 1.494 885 967 419 542 215
2013 3.428 1.494 975 967 432 542 237
2014 3.492 1.557 897 1.258 470 732 286
2015 ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Tabel 2.19.
Rasio Murid Terhadap Ruang Kelas Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA/SMK di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2015

Tahun SD MI SMP MTs SMA MA SMK
2009 29 15 34 33 42 31 34
2010 29 30 35 29 42 29 34
2011 28 18 30 25 36 24 32
2012 27 17 29 26 33 24 29
2013 26 17 27 26 32 24 29
2014 25 18 29 22 30 25 28
2015 ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

c. Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah

yang sudah tidak  bersekolah lagi  atau  yang  tidak  menamatkan

suatu  jenjang pendidikan tertentu, hal ini juga digunakan sebagai

salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan  pendidikan  di

Kabupaten  Lombok Tengah. Angka putus sekolah disebabkan oleh

beberapa  faktor antara lain:

1. Siswa yang mengikuti orangtua ke daerah lain dengan alasan

mencari pekerjaan

2. Masih ada anak yang meninggalkan sekolah dengan alasan

mencari uang untuk membantu perekonomian orangtua

3. Untuk siswa jenjang SMP dan SMA kelas akhir mereka menjadi

tenaga kerja ke luar negeri
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4. Menikah dini.

Kebijakan untuk menekan angka putus sekolah telah dilakukan

melalui berbagai ikhtiar, antara lain melalui pemberian bantuan siswa

miskin (BSM) bagi siswa yang orangtuanya kurang mampu,

pembebasan biaya masuk sekolah  sementara terhadap siswa  ang

rentan meninggalkan sekolah. Untuk pencari kerja di luar negeri

diintensifkan penyuluhan tentang penguasaan ilmu pengetahuan

yang di buktikan dengan kepemilikian ijasah setingkat SMP dan SMA

(Paket B dan Paket C).

Tabel 2.20.
Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 /2012 s.d. 2014/2015

No. Jenjang
Pendidikan

Tahun
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

1. SD 0,2 0,23 0,2 0,04
2. SMP 1,80 1,31 1,18 0,18

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Tabel 2.21.
Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK

Di Kabupaten Lombok Tengah Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011
/2012 s.d. 2014/2015

No
.

Jenjang
Pendidika

n

Tahun
2011/201

2
2012/201

3
2013/201

4
2014/201

5
1. SMA 0.98 1.10 1.31 …….

2 SMK 3.09 1.00 1.99 …….
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

2. Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia secara utuh dapat dilihat dari aspek

fisik dan aspek non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari

derajat/tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Angka harapan

hidup sebagai indikator derajat kesehatan sangat ditentukan oleh

beberapa indikator kesehatan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur

derajat kesehatan penduduk diantaranya adalah harapan hidup, angka

kematian bayi serta angka kematian ibu melahirkan.
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Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan

sosial ekonomi daerah pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia

harapan hidup penduduk dari daerah tersebut. Meningkatnya perawatan

kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan

meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi

kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik

sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai,

yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka harapan hidup penduduk Lombok Tengah menunjukkan

arah perbaikan dimana usia harapan hidup selalu mengalami peningkatan

seiring perkembangan waktu. Pada periode 2009-2014 usia harapan

hidup penduduk Lombok Tengah meningkat rata-rata sebesar 0,71 Tahun.

Tabel 2.22.
Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2015

Tahun
Angka

Harapan
Hidup (AHH)

Angka
Kematian Bayi
(AKB) /kasus

Angka
Kematian Ibu
(AKI) / kasus

Laju
Pertumbuhan

Penduduk
2009 60,66 183 13 1,49
2010 63,42 161 20 0,42
2011 63,72 154 15 1,01
2012 64,00 237 21 1,13
2013 64,30 255 20 1,08
2014 64,45 199 18 1,02

2015* na …….. …….. na
Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015, *) sementara

Salah satu indikator penting lain  terkait kesehatan yaitu kasus

kematian bayi.  Kasus kematian bayi yang terjadi di Lombok Tengah

mengalami fluktuatif hal ini disebabkan karena pada tahun 2009

pencatatan pelaporan kasus kematian dan sistem audit belum maksimal

sehingga penemuan kasus cenderung sedikit, sedangkan mulai tahun

2012 sudah mulai dilakukan pembenahan terhadap pencatatan dan

pelaporan kasus kematian dengan sistem pencatatan di kohort bayi dan

balita serta audit sudah mengalami revisi.
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Penurunan kasus kematian pada  bayi  di perlukan peningkatan

kualitas Tenaga Kesehatan Sarana penunjang mulai dari tingkat dasar

sampai ketingkat rujukan . sistim kerja yang teratur, terarah, terencana

dan berkesinambungan akan membantu dalam peningkatan hasil

kerja.Keterpaduan dan kesamaan persepsi antar pelayan, serta

kepedulian masyarakat sangat berperan dalam program ini. Masyarakat

harus peduli terhadap Kesehatan Anak, dengan membantu Bidan pada

saat merujuk penderita ,apabila orang tua menolak .Bidan harus merujuk

sesuai dengan Protap.dan Rumah sakit akan menyediakan sarana , alat

dan obat yang di butuhkan dalam pelayanan. Masih tingginya kasus

kematian bayi di karenakan kondisi sarana dan prasarana tingkat rujukan

masih belum maksimal.

Disamping kematian bayi, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

merupakan muara akhir dari tujuan pelayanan Kesehatan Ibu, serta

menjadi tolok ukur IPM masyarakat . Tentu saja dalam penurunan AKI ini

banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain: tingkat pendidikan

masyarakat, tingkat kemiskinan, tingkat Sumber Daya Manusia sebagai

petugas, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Tingkat pendidikan dari ibu hamil atau suaminya seringkali

menjadi masalah dalam upaya pengambilan keputusan pada saat

penentuan tindakan/ rujukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya

pemahaman akan tanda bahaya oleh mereka. Untuk mengatasi hal

tersebut maka diperlukan peningkatan pengetahuan  melalui Kelas Ibu

Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

(P4K). Dalam kelas ibu diajarkan bagaimana seseorang mengerti akan

proses kehamilan, perawatan kehamilan, tanda bahaya kehamilan, tanda

persalinan, imunisasi dan pemberian ASI. Sedangkan Program  P4K

dijelaskan  tentang perencanaan persalinan menuju selamat, antara lain:

persiapan pendonor darah, persiapan pengantar (ambulan desa),

persiapan tabungan ibu bersalin, dukun yang akan mendampingi,

persiapan KB paska persalinan dan lain- lain. Dengan pelaksanaan
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program ini, suami diharapkan bisa mengambil keputusan saat

dibutuhkan.

Tingkat kemiskinan juga menjadi hal yang paling berperan dalam

kesehatan ibu hamil. Ketidakmampuan dalam mengkonsumsi makanan

bergizi seimbang akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan

janin dalam kandungan serta kesehatan Ibu itu sendiri. Sebagaimana yang

dianjurkan bahwa setiap Ibu hamil harus makan lebih banyak dari ibu

yang tidak hamil. Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil akan

mengakibatkan terjadinya kelahiran BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)

apalagi kalau disertai dengan anemia, yang akan mengakibatkan

terjadinya perdarahan pada saat persalinan. Salah satu upaya untuk

mengurang Kelahiran BBLR dan Kematian Ibu karena perdarahan

diperlukan asupan gizi yang kuat. Untuk itu diupayakan PMT (Pemberian

Makanan Tambahan) pada Bumil KEK.

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan diperlukan sumber

daya manusia yang cukup dan berkualitas. Kualitas SDM  akan

mempengaruhi hasil pelayanan. Sehingga diperlukan penempatan bidan

yang merata di setiap desa dan peningkatan kompetensi bagi setiap bidan

Desa. Bidan Desa sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan

dasar, perlu perhatikan kompetensinya sehingga tidak salah dalam

bertidak. Beberapa pelatihan, yang dibutuhkan bidan yaitu: Pelatihan

PPGDON, APN, KB pasca salin, Penatalaksanaan BBLR dan Aspiksia,

Pelatihan SDIDTK, serta Bimbingan tehnik dari Puskesmas. Kompetensi

Bidan yang memadai akan dapat menekan kematian Ibu.

Tabel 2.23.
Rasio Puskesmas, Rasio Polindes, dan Jumlah Pustu

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015

No Kecamatan
Jumlah

Pen-
Duduk

Puskesmas Polindes

Jumlah
PustuJum-

Lah

Rasio
PKM/
30.000

Jum
-

Lah

Rasio
polindes

/
Desa

1 Praya Barat 72.632 2 0,84 7 0,70 9
2 Praya Barat Daya 53.836 2 1,13 9 0,82 9
3 Pujut 101.745 3 0,90 13 0,81 12
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No Kecamatan
Jumlah

Pen-
Duduk

Puskesmas Polindes

Jumlah
PustuJum-

Lah

Rasio
PKM/
30.000

Jum
-

Lah

Rasio
polindes

/
Desa

4 Praya Timur 65.797 2 0,93 8 0,80 8
5 Janapria 73.754 2 0,83 9 0,75 8
6 Kopang 79.327 2 0,77 9 0,82 7
7 Praya 108.749 2 0,56 12 0,80 6
8 Praya Tengah 62.924 2 0,96 9 0,75 6
9 Jonggat 93.682 3 0,98 12 0,92 10

10 Pringgarata 66.272 2 0,91 8 0,73 4
11 Batukliang 74.964 2 0,81 8 1,00 8
12 Batukliang Utara 49.750 1 0,61 7 0,88 7

Jumlah 903.432 25 0,86 119 0,80 94
Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (Data Diolah), Tahun 2015

Tabel 2.24.
Jumlah Kasus Gizi Buruk Dan Kasus Kematian Pasien HIV/AIDS

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Kasus Gizi
Buruk

74 82 69 49 44 28

2 Kasus
Kematian
Pasien
HIV/AIDS

3 5 7 2 5

…….

Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Kasus gizi buruk adalah merupakan puncak dari masalah gizi

kurang yang bisa menyebabkan pada anak balita. Kejadian gizi buruk akan

bisa ditekan apabila penemuan dan penanganan pada kasus gizi kurang

lebih aktif dilakukan.

Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan pada awal tahun terjadi

penurunan meskipun pada tahun 2011 ada kenaikan sebanyak 8 kasus

bila dibandingkan tahun 2010 ini menunjukkan bahwa pada saat itu

kegiatan surveylance  gizi mulai lebih aktif sehingga banyak kasus

ditemukan, dan semua kasus gizi buruk sudah mendapat penanganan dan

perawatan baik rawat inap di RSUD/ puskesmas maupun rawat jalan.

Sebagian besar kasus gizi buruk menjadi normal, adapun yang masih  gizi

buruk/ kurang karena ada penyakit yang menyertai anak seperti

hidrocepalus, TB paru, bronco pnemonia dan lainnya.
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Menurunnya kasus gizi buruk menunjukkan upaya deteksi dini

kejadian kasus yang diawali dari penemuan kasus gizi kurang kemudian

dilakukan penanganan, sudah berjalan baik. Kasus kematian pasien HIV/

AIDS terjadi dalam keadaan sudah AIDS yang disebabkan karena

keterlambatan penemuan.

Tabel 2.25.
Data Jumlah Tenaga Kesehatan

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015

1 Dokter 50 49 44 50 54
2 Bidan 167 199 170 170 173
3 Perawat 465 469 437 437 423

Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Tabel 2.26.
Rasio Tenaga Kesehatan

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015

1 Dokter 5,8 5,5 4,4 5,6 6,05
2 Bidan 20,0 22,1 37,07 36,19 36,83
3 Perawat 50,0 58,1 48,19 48,97 47,40

Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Jumlah dokter umum di Kabupaten Lombok Tengah dengan status

kepegawaian PNS periode 2011-2014 secara berturut-turut adalah tahun

2011 sebanyak tahun 2012 sebnyak 50 dengan ratio 5,8m , tahun 2012

sebanyak 49 dengan ratio 5,5, tahun 2013 sebanyak 44 dengan ratio 4,4

dan tahun 2014 sebanyak 50 dengan ratio 5,6. Adapun tahun 2015

terdapat 54 dokter umum dengan rasio 6,05. Per 100.000 penduduk.

Ratio ideal untuk tenaga dokter setiap 100.000 penduduk adalah 40.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus

berusaha menyediakan jalan yang berkondisi mantab dan jembatan bagi

masyarakat. Panjang jalan kabupaten dari Tahun 2011 sampai dengan
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Tahun 2014 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 739.44 Km, begitu

juga dengan Jalan Provinsi sebesar 172,02 Km dan Jalan Nasional sebesar

29.63 Km, sehingga Total Jalan Status di Kabupaten Lombok Tengah

sebesar 941,09 Km.

Namun, melihat perkembangan kebutuhan akan akses Jalan yang

lebih baik, maka di Tahun 2015, baik Pemda Lombok Tengah maupun

Pemda Provinsi  telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk peningkatan

beberapa ruas jalan kabupaten yang akan disusulkan naik status menjadi

Jalan Provinsi dan Jalan Provinsi yang diusulkan naik status menjadi jalan

Nasional. Jika dilihat dari sisi kualitas jalan terutama untuk jalan

Kabupaten baik dilihat dari jenis permukaan, kondisi maupun kelas jalan

terlihat mengalami perubahan kearah yang lebih baik, sebagaimana

terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.27.
Kondisi Jalan Kabupaten Lombok Tengah

Kondisi Jalan
Kabupaten

Sat.
Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jalan Baik Km 85,78 106,88 100,88 109,83 131,94 433.18 440.48 477,30
Jalan Sedang Km 259,83 273,47 213,27 212,27 426,96 237.66 230.36 222,31
Jalan Rusak
Ringan

Km 333 299,26 398,49 390,54 71,90
68,60 68,60 39,84

Jalan Rusak
Berat

Km 41 40 26,80 26,80 108,64

Sumber : Dinas PU&ESDM Kab. Lombok Tengah, Tahun 2015

Melihat perkembangan peningkatan kondisi jalan mantab yang

telah dibangun sejak Tahun 2011 sampai dengan 2015, perlu kiranya

program pemeliharaan terhadap jalan yang sudah baik menjadi prioritas

utama agar umur pemakaian menjadi lebih lama, dengan tetap

melaksanakan program pembangunan beberapa ruas jalan yang masih

dalam kondisi kurang baik. Untuk sarana jembatan baik jumlah maupun

panjang bentangannya tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2011
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hingga Tahun 2015 yaitu sebanyak 230 buah dengan bentangan

sepanjang  1.657,65 meter.

Untuk jumlah pelanggan Air Bersih yang dilayani oleh  PDAM

Praya sampai dengan tahun 2014 sebanyak 35.874 pelanggan meningkat

9,9% dari tahun 2012 sebanyak 32.640 pelanggan. Jumlah ini meningkat

38,47% jika dibandingkan jumlah pelanggan pada tahun 2010 yaitu

sebanyak 25.907 pelanggan. Sedangkan jumlah pelanggan air bersih yang

dilayani oleh Kimpraswil dengan sistim perpipaan perdesaan sebanyak

900 KK yang meliputi Desa Aik Berik, Steling, Aik Bukak, Lantan, Tanak

Beak dan Desa Karang Sidemen.

Kebutuhan listrik/energi di Kabupaten Lombok Tengah  saat ini

disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Praya yang terus

mengupayakan peningkatan pelayanannya. Sebagai gambaran, pada

tahun 2009  tercatat gardu sebanyak 389 buah dengan KVA terpasang

sebesar 32.260, panjang jaringan (JTM) 574.842 kms dan JTR sepanjang

809.083 kms, dan pada Tahun 2014 angka-angka tersebut mengalami

peningkatan masing-masing 594 buah gardu dengan KVA sebesar 62.327,

dan panjang jaringan JTM dan JTR masing-masing 661 kms dan 876 kms.

Namun demikian peningkatan tersebut, nampaknya belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari makin panjangnya

daftar antri calon pelanggan listrik PLN. Adanya kondisi tersebut

membuka pikiran sebagian masyarakat utamanya di wilayah yang relatif

terpencil untuk mengusahakan listrik secara swadaya, baik perorangan

atau kelompok.

Tabel 2.28.
Banyaknya Gardu dan Panjang Jaringan Distribusi Listrik PLN Ranting Praya

Tahun
Gardu KVA JTM JTR
Buah Terpasang Km Km

2009 389 32.260 574,842 809,083
2010 397 35.057 590,69 820,60
2011 450 35.895 591,14 811,193
2012 450 35.895 591,14 811,193
2013 548 57.179 646,600 763,933
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Tahun
Gardu KVA JTM JTR
Buah Terpasang Km Km

2014 594 62.327 661 876
Sumber: Statistik dan Spasial Kab. Lombok Tengah, 2015

Berdasarkan Data PT PLN (Persero) Rayon Praya, jumlah pelanggan

listrik di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tahun 2014 sebanyak

157.792 pelanggan dengan pelanggan rumah tangga sebanyak 135.446

pelanggan dan pelanggan non rumah tangga sebanyak 6.465 pelanggan

yang meliputi pelanggan bisnis, industri, perkantoran dan pelanggan

sosial.

Pembangunan sarana irigasi belum berjalan bersamaan dengan

makin meningkatnya usaha intensifikasi pembangunan bidang pertanian.

Namun terbatasnya anggaran yang tersedia kerap kali menjadi kendala

dalam merealisasikan hal tersebut. Fakta lapangan menunjukkan bahwa

daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten di Kabupaten Lombok Tengah relatif sedikit mengalami

perubahan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa daerah irigasi yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (> 3000 Ha), Provinsi (1000-3000

Ha) dan Kabupaten (<1000 HA) di Kabupaten Lombok Tengah relatif

sedikit mengalami perubahan. Berdasarkan Kepmen PU No.293 Tahun

2015, Daerah Irigasi kewenangan Pusat mengalami penambahan luas

areal dengan dimasukkannya Katon kompleks (DI Katon, Tibunagke,

Kulem) sehingga menjadi 7 DI dengan luas 29.401 Ha. Untuk kewenangan

Kabupaten berkurang dari 8 DI menjadi 4  DI dengan luas 8.005 Ha dan DI

kewenangan Kabupaten berjumlah 58 dengan luas areal potensial

13.123,350 Ha. Untuk jumlah prasarana Irigasi tidak banyak mengalami

perubahan karena arah kebijakan pengelolaan irigasi masih untuk

membiayai operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang ada sudah

untuk dimaksimalkan. Sementara kondisi prasarana irigasi rata-rata 50 %

masih dalam kondisi baik.
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Tabel 2.29.
Jumlah Prasarana Irigasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015

No Jenis Satuan Jumlah
Kondisi

Baik Rusak
1 Waduk/Embung Buah ……… ……… ………
2 Bendung Buah ……… ……… ………
3 Saluran Primer Meter ……… ……… ………
4 Saluran Sekunder Meter ……… ……… ………
5 Saluran Pembawa Meter ……… ……… ………
6 Jalan inspeksi Meter ……… ……… ………
7 Pintu air Buah ……… ……… ………
8 Saluran Suplesi Meter ……… ……… ………
9 Bangunan air Buah ……… ……… ………

10 Embung rakyat Buah ……… ……… ………
11 Bendung rakyat Buah ……… ……… ………
Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2015

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah No.7 Tahun 2011,

tujuan penataan ruang di Kabupaten Lombok Tengah adalah untuk

mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dalam rangka

mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk

pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian,

kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, penjabaran

tata ruang diwujudkan dalam bentuk struktur ruang, pola ruang, dan

kawasan strategis kabupaten. Struktur ruang merupakan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara

hierarkis memiliki hubungan fungsional, pola ruang merupakan distribusi

peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang

untuk fungsi lindung dan budidaya, sedangkan kawasan strategis adalah

kawasan yang memilik arti strategis baik dari sudut kepentingan ekonomi,
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daya dukung lingkungan hidup atau sosial budaya yang penataannya

diprioritaskan.

Dalam rangka operasionalisasi RTRW Kabupaten diperlukan

rencana rinci ruang berupa rencana detail tata ruang untuk kawasan

perkotaan dan kawasan strategis kabupaten.

Tabel 2.30.
Status Rencana Rinci di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015

No Kawasan

Fungsi Kawasan Status Rencana Rinci

Perko
taan

KSK
Ekono

mi

KSK
LH

KSK
Sobud Belum Proses Perda

1 Praya √ √ √
2 Kopang √ √
3 Mujur √ √
4 Sengkol √ √
5 Puyung √ √
6 Mantang √ √
7 Janapria √ √
8 Selong Belanak Dsk √ √ √
9 Kuta Dsk √ √
10 Sade Dsk √ √
11 Agropolitan Aik Meneng √ √
12 Minapolitan Gerupuk &

Awang
√ √

13 Benang Stokel &
Benang Kelambu

√ √

14 TN. Gn. Rinjani √ √
15 Batujai dan Pengga √ √
16 Situs Batu Rijang Dsk √ √
17 Makam Srewe Dsk √ √
18 Makam Ketak Dsk √ √
19 Situs Langko Dsk √ √

Jumlah 14 5 0
*KSK: Kawasan Strategis Kabupaten
Sumber: Bappeda Lombok Tengah, 2015

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL) memberikan

dampak pertumbuhan pembangunan semakin pesat, yang tentunya akan

meningkatkan permintaan akan penyediaan perumahan. Meningkatnya

permintaan akan perumahan akan menimbulkan efek terhadap

perumbahan pola guna lahan yang sebelumnya berupa pertanian menjadi

kawasan terbangun. Pengembangan perumahan yang pesat dengan tidak
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mengacu pada perencanaan tata ruang yang ada akan mengakibatkan

timbulnya kawasan kumuh baru. Khusus untuk perkotaan Praya yang

memiliki fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lebih lengkap

menjadi daya tarik untuk pengembangan perumahan dan permukiman

pada kawasan ini. Perkembangan pengembangan izin untuk perumahan

baru di Lombok Tengah per-Tahunnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.31.
Jumlah Izin Pengembang Perumahan Baru pertahun

di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 - 2015
No Tahun Jumlah
1 2011 11
2 2012 12
3 2013 8
4 2014 5
5 2015 ……………….

Sumber. Bappeda Lombok Tengah, 2014

Dari Tabel diatas dapat dilihat adanya pengajuan izin untuk

perumahan baru setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan adanya

penetapan fungsi-fungsi kawasan yang lebih tegas seperti penetapan

kawasan untuk zona perumahan, pertokoan, industri, perdagangan dan

Jasa  sehigga arah dan pola pengembangan penataan ruang bisa

terkontrol dengan baik.

Untuk kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di

Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber dari BPMD Provinsi, pada

tahun 2010 berjumlah 74. 324 buah. Adapun penanganan untuk RTLH ini

bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Sampai

dengan Tahun 2014 jumlah RTLH di Lombok Tengah berjumlah 70.804

buah. Kondisi  RTLH dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
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Tabel 2.32.
Kondisi Rumah Tidak Layak Huni

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014

Tahun Jumlah
RTLH Penanganan

Jumlah yang
belum

ditangani
2010 74,324 0 74,324
2011 74,324 100 74,224
2012 74,224 715 73,509
2013 73,509 1815 71,694
2014 71,694 890 70,804
2015 ….. ….. …..

Sumber: BPMD Provinsi 2013, PU &ESDM 2014

o Data sanitasi (kepemilikan jamban /wc)

Data sekunder dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tingkat

kepemilikan jamban keluarga dari 139 desa dan kelurahan di

Kabupaten Lombok Tengah ada 7 desa/kelurahan yang sudah ODF

(Open Defecation Free) atau sudah tidak buang air sembarangan

yang sudah memiliki akses jamban yaitu Kelurahan Praya, Kelurahan

Semayan, Kelurahan Prapen, Desa Gemel, Desa Segala Anyar, Desa

Sukaraje, dan Desa Perine. Permasalahannya tidak semua jamban

yang dikategorikan sebagai jamban sehat, terutama dari aspek

pemeliharaan, penggunaan material, kelayakan jaringan pipa septic

tank, dan bak penampung. Sistem pengelolaan terpusat belum

dilakukan, daerah ini belum memiliki IPLT. Pengosongan septic tank

atau pengangkutan akhir masih jarang dilakukan, jika bak

penampung tinja penuh biasanya penduduk cukup merelokasi pada

lokasi lain sekitar tempat yang ada, usaha penyedotan tinja baru

ada 2 unit, 1 unit merupakan usaha swasta dan 1 unit di bawah

kelola Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lombok Tengah.

o Layanan Persampahan

Pengelolaan kegiatan persampahan di Kabupaten Lombok

Tengah, khususnya pada kawasan perkotaan saat ini
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diselenggarakan dan dilaksanakan oleh UPT Kebersihan Kota Praya.

Pelayanan persampahan di Kabupaten Lombok Tengah saat ini

relatif lebih rendah, hal ini dilihat dari luas layanan kebersihan yang

hanya mencakup 12 kelurahan sedangkan yang bisa terlayani hanya

5 kelurahan dengan prosentase cakupan untuk tahun 2008 sebesar

36,48% terhadap jumlah penduduk terlayani persampahan dan

tahun 2010 sebesar 39,96% terhadap jumlah penduduk yang

terlayani persampahan.

Sedangkan untuk daerah/kecamatan yang berada di luar

Kota Praya, baru dapat terlayani sebagian kecil saja, bahkan ada

daerah yang belum sama sekali tersentuh pelayanan. Untuk saat ini,

memang kondisi sistem pengelolaan persampahan di TPA masih

secara open dumping, namun pada Tahun 2015 Kabupaten Lombok

Tengah telah memiliki TPA yang berlokasi di Desa Pengengat,

dimana pengelolaannya secara Sanitary Landfill, dan akan mulai

beroperasional di akhir Tahun 2015. Adapun sarana prasarana

persampahan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada

Tabel berikut.

Tabel 2.33.
Sarana Prasarana Persampahan

di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012
Sarana Prasarana Jumlah

TPS 13
Gerobak sampah 11
Container 6

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah, 2012

o Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga

Kondisi umum penanganan limbah rumah tangga di

Kabupaten Lombok Tengah adalah mempergunakan sistem

setempat (onsite system) berupa cubluk dan septic tank.

Penggunaan cubluk ternyata masih mendominasi sistem

penanganan limbah manusia terutama di sepanjang sungai dan
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daerah pantai (Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah,

2012). Tangki septik yang dibuat oleh masyarakat sebagian besar

berumur 1-5 tahun (42,6%), sisanya (berumur lebih dari 10 tahun)

mencapai 16,9%.

Sampai saat ini Kabupaten Lombok Tengah belum memiliki

sistem pengolahan air limbah terpusat berupa IPLT, namun pada

beberapa lokasi sudah dibangun Instalasi Pembuangan Air Limbah

(IPAL) Sanimas untuk melayani kawasan pemukiman maupun

industri rumah tangga namun tingkat penggunaannya masih sangat

rendah. Hasil study EHRA tahun 2012 (Buku Putih Sanitasi,

Kabupaten Lombok Tengah, 2012) menunjukkan bahwa sistem

pengolahan air limbah rumah tangga masyarakat masih dilakukan

melalui saluran terbuka sebesar 35,93%, ke sungai 22,3% dan ke

jalanan 14,8%. Persentase masyarakat yang menggunakan Instalasi

Pembuangan Air Limbah (IPAL) Sanimas sebagai saluran

pembuangan air limbah rumah tangga baru mencapai sebesar

0,26% (Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Sistem Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga

Sumber: (Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Lombok Tengah, 2012)

5. Sosial

Untuk melakukan analisis terhadap kinerja di bidang sosial maka perlu

melihat pada indikator jumlah penyandang masalah kesejahteraan
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sosial terutama pada indikator anak terlantar,  anak jalanan,

penyandang cacat dan fakir miskin. Oleh karena itu maka perlu

ditampilkan data-data terkait dengan indikator-indikator tersebut

sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.34.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014

Kecamatan
Anak

terlantar
(jiwa)

Anak
Jalanan
(jiwa)

Penyandang
Cacat (jiwa)

Fakir
miskin

(KK)
Praya ……. ……. ……. …….

Praya Tengah ……. ……. ……. …….

Praya  Timur ……. ……. ……. …….

Praya Barat ……. ……. ……. …….

Praya Barat
Daya

……. ……. ……. …….

Pujut ……. ……. ……. …….

Janapria ……. ……. ……. …….

Kopang ……. ……. ……. …….

Batukliang
Utara

……. ……. ……. …….

Batukliang ……. ……. ……. …….

Pringgarata ……. ……. ……. …….

Jonggat ……. ……. ……. …….

JUMLAH ……. ……. ……. …….

Sumber : Dinas Sostektrans Kab. Lombok Tengah, 2015

Dengan melihat pada tabel di atas, maka diperlukan kerja keras

untuk mengurangi besaran angka-angka pada setiap indikator

terutama pada pengurangan jumlah fakir miskin (KK) dan anak

terlantar. Sedangkan untuk penanganan penyandang cacat dan

anak jalanan dapat diatasi dengan mendorong kinerja pada
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sektor-sektor lain seperti kesehatan dan kesejahteraan

ekonomi.

 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten

Lombok Tengah dapat diukur melalui tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK) dan tingkat kesempatan kerja (TKK). Pada

Tahun 2011 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 66,21 %

dengan Tingkat kesempatan kerja sebesar 94,06%.  Angkatan

kerja yang mendapatkan kesempatan kerja pada Tahun 2011

masih didominasi sektor pertanian sebesar 59,12%; sektor

industri sebesar 12,87%; sektor perdagangan sebesar 11,10%;

sektor jasa sebesar 8,20% dan sektor lainnya sebesar 8,7%.

Tabel 2.35.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  dan Tingkat
Kesempatan  Kerja (TKK) Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2008 - 2014
Tahun TPAK TKK

2008 73,80 94,43

2009 74,78 94,78

2011 75,2 94,06

2012 72,4 Na

2013 75,8 Na

2014 71,8 …….
Sumber : Nusa Tenggara Barat dalam Angka, Tahun 2013

Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah masih

didominasi sektor pertanian dibandingkan dengan sektor

lainnya, walaupun setiap tahunnya kontribusi sektor pertanian

terhadap capaian PDRB mengalami penurunan. Hal ini terlihat
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dari distribusi prosentase PDRB  berdasarkan lapangan usaha

(harga konstan) dari tahun ke  tahun mengalami penurunan.

Sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama

masyarakat Lombok Tengah sehingga tingkat serapan tenaga

pada sektor tersebut cukup besar selain itu ketersediaan SDM

tenaga kerja produktif  masih didominasi oleh penduduk dengan

tingkat pendidikannya yang masih setara dengan tingkat SD/MI.

Tabel 2.36.
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenjang

Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 -2015

Tahun Tingkat Pendidikan JumlahSD SLTP SLTA Diploma Sarjana
2009 10.716 431 959 525 2.941 15.572
2010 14.523 303 861 352 628 16.667
2011 12.996 335 451 129 159 14.070
2012 6.380 626 446 480 387 8.569
2013 5.784 939 654 381 730 8.488
2014 6.200 1.505 1.170 449 196 9.520
2015 ….. ….. …… …… ……. ……

Sumber : Lombok Tengah Dalam Angka, Tahun 2013; dan Disostektrans, Tahun 2015

Pencari kerja di Kabupaten Lombok Tengah jika dilihat

berdasarkan jenjang pendidikan maka masih didominasi oleh

lulusan SD diikuti oleh SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana. Hal ini

menunjukan bahwa kualitas pencari kerja dari Kabupaten

Lombok Tengah masih belum memadai, terutama jika melihat

tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah yang

membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi SLTA atau lebih

tinggi.
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Tabel 2.37.
Data Penempatan Tenaga Antar Kerja Negara
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015

No Negara
Tujuan

Tahun
2011 2012 2013 2014 2015

Lk Pr Total Lk Pr Total Lk Pr Total Lk Pr Total Lk Pr Tota
1 Malaysia 8.483 202 8.685 5.430 93 5.523 4.072 5 4.077 1.841 10 1.851
2 Uni Emirat

Arab
1 223 224 0 344 344 0 575 575 0 20 20

3 Oman 4 5 9 0 98 98 2 260 262 3 216 219 …… …… ……

4 Qatar 1 27 28 0 306 306 0 139 139 0 25 25 …… …… ……

5 Taiwan 14 14 28 9 97 106 7 126 133 7 68 75 …… …… ……

6 Syria 0 41 41 0 2 2 0 0 0 0 0 0 …… …… ……

7 Singapura 0 46 46 0 61 61 0 57 57 0 40 40 …… …… ……

8 Brunai
Darusalam

5 0 5 0 2 2 0 0 0 3 0 3 …… …… ……

9 Saudi
Arabia

83 2.554 2.637 0 0 0 4 45 49 2 12 14 …… …… ……

10 Hongkong 0 16 16 0 0 0 0 74 74 0 40 40 …… …… ……

11 Bahrain 0 0 0 0 94 94 0 76 76 0 4 4 …… …… ……

12 Abudabi 0 0 0 0 103 103 0 196 196 0 6 6 …… …… ……

13 Kuwait 0 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 …… …… ……

Total 8.591 3.128 5.430 1.209 4.088 1.558 1.849 441 …… …… ……

Sumber : Disostektrans Kab.Lombok Tengah, 2014

Kalau melihat pada data di atas,  penempatan tenaga kerja

di luar negeri  masih didominasi dengan pengiriman tenaga

kerja ke Malaysia dan Saudari Arabia. Sedangkan jumlah yang

ditempatkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

2. Pemberdayaan Perempuan

Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari

beberapa indikator yaitu rasio partisipasi murid perempuan SD, rasio partisipasi

murid perempuan SMP, kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor

pertanian, proporsi lurah/kepala desa perempuan, peresentase camat

perempuan, proporsi pejabat perempuan di lingkungan Pemerintah Daerah,

persentase perempuan sebagai pengurus partai politik, persentase perempuan

sebagai pengurus Organisasi Sosial dan persentase KB perempuan dibanding pria.
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Rasio partisipasi murid perempuan SD dan SMP di Kabupaten Lombok Tengah

sudah mencapai diatas 90%.  Rasio partisipasi murid perempuan SD dari tahun

2010-2013 mengalami peningkatan hingga mencapai 98,96%, begitu juga halnya

dengan rasio murid perempuan SMP mengalami penurunan dari 100,87% tahun

2013 menjadi 97,00 % tahun 2014.

Indikator lainnya yaitu kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor

pertanian, mengalami penurunan dari 51,80 % tahun 2010-2013 menjadi 31,82%

tahuh 2014. Sedangkan tingkat partisipasi perempuan dalam pengurusan partai

politik dan ORSOS cenderung stabil. Keterlibatan perempuan sebagai pengurus

partai politik masih sekitar 8% dan sebagai pengurus ORSOS mencapai 36,05%.

Persentase peserta KB perempuan di banding pria mengalami peningkatan

menjadi 97,41 % tahun 2014. Ini artinya jumlah pria yang menggunakan alat

kontrasepsi belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini karena proporsi

peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tidak sebanding dengan tingkat

partisipasi KB pria. Di samping itu jenis alat / obat kontrasepsi bagi pria terbatas

pada kondom dan Medis Operatif Pria (MOP).

Tabel 2.38.
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 – 2015

No. Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Rasio Partisipasi
Murid Perempuan
SD

98,20 98,24 99,06 98,96 93,74 …..

2. Rasio Partisipasi
Murid Perempuan
SMP

98,00 98,07 99,01 100,87 97,00 …..

3. Kontribusi
Perempuan Dalam
Pekerjaan Upahan
Sektor Pertanian

51,80 51,80 51,80 51,80 31,82 …..

4. Proporsi Lurah /
Kepala Desa
Perempuan

1 0 0,71 0,00 0,00 …..

5. Persentase Camat
perempuan 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 …..

6. Proporsi Pejabat
Perempuan di 44,75 44,75 18,89 17,46 17,68 …..
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